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Abstrak 
Pasal 56 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan 
perintah untuk melakukan perlindungan lingkungan laut. Turunan dari norma tersebut, 
·melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil 
Sedimentasi Di Laut. Faktanya substansi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2023 bertolak belakang dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan. Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan hukum dalam 
perlindungan lingkungan laut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, 
bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang.Undang Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Kelautan? Kedua, bagaimana implementasi terhadap norma hasil 
sedimentasi di laut yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kelestarian 
lingkungan kelautan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 
normatif. Penelitian yuridis normatif mengedepankan hukum sebagai wujud dari 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa 
PP Nomor 26 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 56 UU Kelautan dan bahkan 
UUD NRl Tahun 1945, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Terjadi 
ketidakpastian hukum antara kebijakan pemerintah yang mengarah perlindungan dan 
kepastian hukum atau pada aspek ekonomi. Kontraproduktif tersebut terjadi 
dikarenakan negara kurang tegas melakukan implementasi norma pasal 56 UU 
Kelautan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. Selain itu Undang Undang Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak mengatur sanksi 
pidana terkait turut serta penambangan pasir laut yang berdasarkan pelestarian 
lingkungan laut, hanya mengatur sanksi administrasi saja. Hal inilah yang 
menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm 
dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN 
Tbk tidak memberikan perlindungan hukum bahkan terjadi diskriminasi pemanfaatan 
hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Bahkan blum ada perlindungan hukum 
pemanfaatan pasir laut oleh masyarakat sekitar baik masyarakat lokal maupun 
masyarakat hukum adat. Pertentangan substansi norma dalam PP Nomor 26 Tahun 
2023 terhadap UU Kelautan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 26 
Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan substansi UU Kelautan. Substansi yang 
dimaksud adalah · mengenai tanggungjawab negara terhadap pelindungan dan 
pelestarian lingkungan laut. Selain itu juga perlu dilakukan. Selain itu juga perlu 
dilakukan penerapan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang mempertimbangkan 
perlindungan masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang memang bergantung 
pada sumber daya laut. Sudah seharusnya tldak ada diskriminasi perlindungan warga 
negara dalam penerapan norma hasil sementasi laut. 
Katakunci: Kelestarian Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Kepastian Hukum 
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